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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Fungsi Propam di Kepolisian daerah gorontalo dalam penegakkan kode 

etik kepolisian sudah berjalan sesuai dengan aturan hanya saja ada permasalahan 

kode etik di Kepolisian Daerah Gorontalo masih saja di lakukan oleh oknum-

oknum Yang tidak bertanggung jawab, penulis melihat ada beberapa kasus dan 

salah satunya kasus mangkir yang paling banyak di lakukan oleh oknum anggota 

kepolisian Daerah Gorontalo. Kemudian penulis melihat bahwa tingkat 

penegakkan kode etik di Kepolisian Daerah Gorontalo masih jauh dari harapan 

karena masih banyak kasatker (kepala satuan kerja) dari masing-masing bidang, 

masih saja sulit di mintai keterangan apabila ada oknum anggotanya yang terkena 

pelanggaran kode etik. 

Kemudian faktor yang menjadi penghambat dalam penegakkan kode etik 

kepolisian daerah gorontalo, yang pertama ialah Faktor Hukum. Dimana faktor ini 

menjadi salah satu hal yang sangat perlu di perbaiki. Mengingat bahwa instrumen 

hukum yang mengatur tentang penegakkan kode etik kepolisian masih sedikit dan 

masih bersifat luwes. Dan kemudian Faktor Sarana dan Fasilitas juga ikut dalam 

menghambat penegakkan kode etik kepolisian. Serta masih ada faktor keaktifan, 

faktor ikatan kekeluargaan, faktor masyarakat dan anggota polri, serta faktor 

kesulitan di mintai kesaksian. Dimana faktor-faktor ini menjadi masalah yang 

cukup serius dan perlu adanya pembaharuan serta penindakan yang tegas dari 
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Kepolisian Republik Indonesia. Sehingga adanya efek jerah bagi aparat penegak 

hukum/Kepolisian Republik Indonesia. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hambatan penegakan hukum yang diuraikan sebelumnya, maka 

ada beberapa saran yang disampaikan penulis : 

1. Kepada aparat Polda Gorontalo sebagai aparatur negara yang memiliki 

sejumlah diskresi kepolisian berpotensial untuk melakukan pelanggaran 

hukum sehingga perlu dilakukan pengawasan. Pengawasan terhadap Polri 

dapat dilakukan dengan berbagai macam cara pengawasan baik dari 

dalam organisasi Polri sendiri maupun berasal dari luar organisasi Polri. 

Pengawasan dari dalam organisasi Polri telah berjalan dengan baik, 

namun demikian guna mengefektifkan dan mengefisienkan pengawasan 

maka semua cara pengawasan harus dilakukan. Pengawasan yang berasal 

dari luar organisasi harus diberdayakan sehingga akan berhasil guna dan 

berdaya guna.  

2. Kepada aparat penegak hukum agar melakukan tindakan penegakan 

hukum sebaiknya dilakukan upaya sebagai berikut : a. Peningkatan 

sumber daya manusia; b. sosialisasi sebagai bentuk penyadaran akan 

aturan hukum yang berlaku. 

3. Lebih ditingkatkan lagi Bid propam dalam melakukan penegakkan hukum 

disetiap satker kepolisian daerah Gorontalo. 
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